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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Penegakan Peraturan Daerah Nomor 12 

Tahun 2014 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Tentang Tunasusila Di Kota Banjarmasin dan Apa saja kendala 

satuan polisi pamong praja dalam penertiban Tunasusila di Kota Banjarmasin. 

Hasil Penelitian : Pertama, Penegakan Perda Nomor 12 Tahun 2014 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja 

Tentang Tunasusila Di Kota Banjarmasin melakukan operasi PEKAT (Penyakit Masyarakat) dari jam 22.00 

Wita anggota sudah berkumpul di Halaman Satuan Polisi Pamong Praja, setelah itu pimpinan menyiapkan 

strategi dengan sekitar 15 orang anggota untuk memakai pakaian Preman (tidak menggunakan pakaian dinas 

pada hari itu ) dan mereka memencar kebagian pasar sudimampir dan seolah – olah mereka ingin menggunakan 

jasa PSK tersebut. Setelah itu menunggu anggota lain menghubungi pimpinan bahwa target sudah dapat dan 

mobil patroli beserta anggota berpakaian dinas pun langsung menuju pasar sudimampir dan langsung 

menangkap target. Kedua, Dalam hal ini kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin 

dalam melakukan Penertiban Tuna Susila Pasar Sudimampir yaitu PSK ( Tuna susila) tersebut saat petugas 

datang banyak yang lari , Banyaknya tempat persembuyian dipasar sudimampir yaitu toko – toko kecil dan 

gelap nya pasar sudimampir tersebut anggota kesusahan dalam pencarian, Susah didapatkan semua PSK (Tuna 

susila) tersebut karena adanya premanisme yang menjaga mereka atau informan yang selalu stanbay di Tempat 

tersebut, sehingga ada saatnya kami melakukan rajia pasar sudimampir tersebut sepi, Kurangnya jumlah anggota 

personil Satuan Polisi Pamong Praja untuk pengejaran PSK (Tuna Susila) tersebut karena tempat pasar 

sudimampir itu cukup luas. Dan Kurangnya sarana dan prasarana. 

Kata Kunci : Penegakan, Penertiban, Tunasusila. 

 
ABSTRACT 

Rifqy Firdaus, 17810261, 2021 

Enforcement of Regional Regulation No. 12 of 2014 by the Civil Service Police Unit on Immorality in 

Banjarmasin City 

Preceptor I Dr.Muhammad Aini ,S.HI.,M.H, Preceptor II Salafuddin Noor,S.HI.,M.H 

 
The purpose of this study was to find out how the enforcement of regional regulations number 12 of 

2014 by the civil service police unit regarding immorality in the city of Banjarmasin and what are the obstacles 

of the civil service police unit in controlling immorality in the city of banjarmasin. 

Research Results: First, the enforcement of Regional Regulation No. 12 of 2014 by the Civil Service 

Police Unit on Immorality In Banjarmasin City carried out the PEKAT (Community Disease) operation from 

22.00 WITA the members had gathered at the Civil Service Police Unit Page, after that the leadership prepared 

a strategy with about 15 members to wear thug clothes (not wearing official clothes on that day) and they 

scattered to get to the sudimampir market and it was as if they wanted to use the services of the prostitutes. After 

that, they waited for other members to contact the leadership that the target had been found and the patrol car 

along with members in official clothes went straight to the Sudimampir market and immediately caught the 

target. Second, in this case the obstacle faced by the Banjarmasin City Civil Service Police Unit in controlling 

the immorality of the Sudimampir Market, namely the prostitutes (Prostitutes) when the officers came, many ran 

away. the members have difficulty in searching, it is difficult to find all the prostitutes (promiscuous) because of 

the thuggery who keep them or the informants who are always on standby at the place, so there are times when 

we raid the Sudimampir market, it is quiet, the lack of members of the Civil Service Police Unit to The pursuit of 

prostitutes (Tuna Susila) is because the Sudimampir market is quite wide. And lack of facilities and 

infrastructure. 
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